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P U T U S A N
Nomor :  124/G/2011 /PTUN- JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  memer iksa ,  

memutus  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  Usaha  Negara  pada  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  menja tuhkan  

putusan  dengan  per t imbangan- per t imbangan  sebaga i  ber i ku t ,  

da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROF.  DR.  YUSRIL IHZA MAHENDRA,  Kewarganegaraan  Indones ia ,  

Peker j aan  Dosen,   tempat  t i ngga l  J l .  Karang  

Asem  Utara  No.  32,  Kelu rahan  Kuningan  

Timur ,  Jakar ta  Sela tan ,  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  PENGGUGAT ;   

M E L A W A N

JAKSA AGUNG REPUBLIK  INDONESIA,  berkedudukan  di  Ja lan  

Sul tan  Hasanudd in  No.  1,  Kebayoran  Baru ,  

Jakar ta  Sela tan ,  da lam  hal  in i  member i  

Kuasa  Kepada  Suwarsono ,  SH. ,  R.  

Febry t r i a n t o ,  SH. ,  M.Hum.,  Henny  Rosana,  

SH. ,  B.  Mar ia  Erna  E,  SH. ,  MH.,  Ayu  Agung,  

S.sos . ,  SH. ,  MH.,  Anton ius  Budi  Sat r i a ,  

SH. ,  MH.,  Yant i  Widya,  SH,  Kesemuanya  

Warganegara  Indones ia ,  Peker jaan  Jaksa  

Pengacara  Negara  pada  Kejaksaan  Agung  RI  

bera lamat  di  Ja lan  Sul tan  Hasanudd in  No.  1,  

Kebayoran  Baru ,  Jakar ta  Sela tan ,  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  Nomor  :  SK-

067/A /JA /07 /2011  te r t angga l  5  Ju l i  2011,  

se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TERGUGAT ;  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  124/PEN/2011/PTUN- JKT  tangga l  28  

Jun i  2011  ten tang  penetapan  pemer iksaan  perkara  in i  dengan  

acara  biasa  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  Nomor  :  124/PEN- DIS/2011/PTUN- JKT  tangga l  

28  Jun i  2011  ten tang  Penunjukan  Susunan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  Nomor  :  124/PEN-

HS/2011/PTUN- JKT  tangga l  28  Jun i  2011  ten tang  Penetapan  

Har i  Sidang  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  berkas  perkara  yang  

bersangku tan  ;  - - - -

Telah  membaca  dan  memer iksa  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

maupun  sura t - sura t  la i nnya  yang  d ia j ukan  oleh  para  pihak  

yang  berperka ra  di  pers i dangan  ;  - - - - - - - - -

Telah  membaca  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Pers iapan  dan  

Ber i t a  Acara  Pers idangan  dalam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - -

Telah  mendengarkan  kete rangan   Para  Pihak .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  gugatan  

kepada  Tergugat  dengan  sura t  gugatannya  te r t angga l  27 Jun i  

2011  yang  te l ah  d i t e r ima   dan dida f t a r kan  di   Kepani t e raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  pada  tangga l  27  Jun i  

2011  di  bawah  Regis te r  perkara  Nomor  :  

124/G/2011 /PTUN.JKT,  dan  te l ah  dipe rba i k i  da lam  s idang  

Pemer iksaan  Pers iapan  tangga l  11  Ju l i  2011,  te l ah  

mengemukakan  alasan- alasan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kewenangan Pengadi lan  Tata  Usaha Negara

Bahwa keten tuan  Pasa l  1 angka  5 Undang- Undang R. I .  No.  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  

Pasa l  1  angka  9 Undang- Undang  R. I .  No.  51  Tahun  2009  

ten tang  Perubahan  Kedua  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

mendef in i s i k an  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

“sua tu  penetapan   te r t u l i s   yang   d ike lua r kan   o leh  

badan  atau   pe jaba t   ta ta  

usaha  negara  yang  ber i s i  t i ndakan  hukum  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ,  yang  membawa ak iba t  hukum bagi  seseorang  atau  

Halaman  3 dar i  41  ha l aman .  Putu s a n  Nomor  :  124 /G /2011 / PTUN- JKT
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badan hukum perda ta ” .

Bahwa berdasarkan  def i n i s i  sebaga imana  dikemukakan  dalam 

angka  1  d i  atas ,  Keputusan  Jaksa  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  Kep- 195/D/Dsp .3 /06 /2011  tangga l  24  

Jun i  2011  ten tang  Pencegahan  Dalam  Perkara  Pidana  

ada lah  te rang  benderang  sebuah  keputusan  te r t u l i s  

yang  ber i s i  penetapan  (besch i kk i ng )  dan  langsung  

ber laku  se jak  dike lua rkan  oleh  pejaba t  yang  

membuatnya  (e inma l i g ) .

Bahwa  Kejaksaan  Agung  R. I .  adalah  sebuah  lembaga  

pemer in tahan  yang  awalnya  diben tuk  oleh  Pani t i a  

Pers iapan  Kemerdekaan  Indones ia  (PPKI )  pada  tangga l  

19  Agustus  1945  yang  dia tu r  dengan  pera tu ran  

perundang- undangan,  dan  te rakh i r  o leh  Undang- Undang  

R. I .  No.  16  Tahun  2004  ten tang  Kejaksaan  Republ i k  

Indones ia  ( Bukt i  P- 3) .  Pasa l  2 ayat  (1 )  Undang- Undang  

No.  16  Tahun  2004  ten tang  Kejaksaan  Republ i k  

Indones ia  menyatakan  bahwa  Kejaksaan  R. I .  ada lah  

“ l embaga  pemer in tahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  

negara  d i  b idang  penuntu tan  ser ta  kewenangan  la i n  

berdasarkan  undang- undang” .  Sementara  Jaksa  Agung,  

menuru t  Pasa l  18  ayat  (1 )  Undang- Undang  R. I .  No.  16  

Tahun  2004  ten tang  Kejaksaan  R. I .  ada lah  “p imp inan  

dan  penanggung jawab  te r t i n gg i  ke jaksaan  yang  

mengenda l i kan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  

ke jaksaan” .  Selan ju tnya  dalam  Pasa l  3  undang- undang  

dimaksud  d i t egaskan  bahwa  kekuasaan  negara  yang  

dimaksud  dalam  Pasal  2  di l aksanakan  oleh  Kejaksaan  

4
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Agung,  Kejaksaan  Tingg i  dan  Kejaksaan  Neger i .  Dengan  

demik ian ,  nyata l ah  bahwa Kejaksaan  Agung   R. I .   dan  

Jaksa  Agung   ada lah   “badan    atau   pe jaba t   ta ta  

usaha   negara ”   sebaga imana   dimaksudkan   da lam 

Pasa l   1  angka   7 

Undang- Undang  R. I .  No.  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara .

Bahwa Keputusan  Terguga t  Nomor  :  Kep- 195/D/Dsp .3 /06 /2011  

tangga l  24 Jun i  2011  ten tang  Pencegahan  Dalam Perkara  

Pidana  je l as  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  o leh  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  

yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  usaha  negara  yang  

(seharusnya)  berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  

yang  ber l aku .

Bahwa Keputusan  Terguga t  Nomor  :  Kep- 195/D/Dsp .3 /06 /2011  

ten tang  Pencegahan  Dalam  Perkara  Pidana  tangga l  24 

Jun i  2011,  ada lah  keputusan  yang  bers i f a t  konkr i t ,  

ind i v i dua l ,  dan  f i na l  ser ta  membawa  ak iba t  hukum,  

dengan alasan  sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa  Keputusan  Terguga t  a- quo  bers i f a t  konkr i t  

karena  obyek  yang  disebu tkan  dalam Sura t  Keputusan  

i t u  t i dak  abst rak ,  te tap i  berwu jud  dan  nyata - nyata  

secara  tegas  menyebutkan  “ t i ndakan  pencegahan  

keberangka tan  ke  lua r  neger i ”  yang  d i  da lam 

dik t umnya  menyebutkan  nama  Penggugat ,  dengan  

iden t i t a snya ,  sebaga i  sub jeknya  hukum  yang  

Halaman  5 dar i  41  ha l aman .  Putu s a n  Nomor  :  124 /G /2011 / PTUN- JKT
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dikenakan  pencegahan.

Bahwa  Keputusan  Terguga t  a- quo  bers i f a t  ind i v i d ua l  

karena  t i dak  di t u j u kan  kepada  umum,  te tap i  secara  

spes i f i k  d i t u j u kan  kepada  Penggugat ,  dan karena  i t u  

Keputusan  a- quo  hanya  ber laku  kepada  Penggugat ,  

t i dak  ber laku  kepada  orang  la i n ,  apa lag i  kepada  

umum.

Bahwa Sura t  Keputusan  Tergugat  a- quo  te l ah  bers i f a t  

f i na l  karena  t i dak  lag i  memer lukan  perse tu j uan  dar i  

ins tans i  la i n  ba ik  bers i f a t  hor i zon ta l  maupun 

ver t i k a l .  Pasal  35  huru f  f  Undang- Undang  R. I .  No.  

16  Tahun  2004  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa Jaksa  

Agung  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  “mencegah  

atau  menangka l  orang   te r t en tu   untuk   masuk  atau  

ke lua r  wi layah   Negara  Kesatuan  

Republ i k  Indones ia  karena  kete r l i b a t annya  dalam 

perkara  pidana  sesua i  pera tu ran  perundang-

undangan” .  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  30  Tahun  1994  

ten tang  Tata  Cara  Pencegahan  dan Penangka lan  ( Bukt i  

P- 4) ,  dan  Pera tu ran  Jaksa  Agung  No.  PER-

010/A /J .A /01 /2010  ten tang  Keten tuan  Pelaksanaan  

Tugas  dan  Wewenang  Jaksa  Agung  untuk  melakukan  

Pencegahan  dan Penangka lan  ( Bukt i  P- 5) ,  juga  dengan  

tegas  menyebutkan  kewenangan  Jaksa  Agung  untuk  

melakukan  pencegahan  dan  penangka lan ,  tanpa  

menyebutkan  putusannya  i t u  masih  memer lukan  

perse tu j uan  dar i  pe jaba t  atau  ins tans i  la i n ,  ba ik  

ver t i k a l  maupun hor i zon ta l .

6
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Bahwa  Kementer i an  Hukum  dan  HAM yang  membawahi  

Di rek to ra t  Jendera l  Imig ras i ,  bukan lah  ins tans i  

yang  per l u  dimin ta i  perse tu j uan  agar  Keputusan  

Tergugat  a- quo  mempunyai  kekua tan  hukum  yang  

bers i f a t  f i na l  sebaga imana  dimaksud  dalam keten tuan  

Pasa l  2 angka  3 Undang- Undang R. I .  No.  9 Tahun 2004  

ten tang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  

1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara .  

Sebaga imana  te r t uang  dalam  Sura t  Terguga t  kepada  

Menter i  Hukum  dan  HAM  R. I .  Nomor  :  R-

1043/D/Dsp .3 /06 /2011  tangga l  24  Jun i  2011,  Menter i  

Hukum  dan  HAM  hanya lah  “d im in ta  bantuan  dan  

perkenan  Menter i ,  k i ranya  pencegahan  ke  lua r  

neger i ”  atas  nama  Penggugat  “dapa t  d i l aksanakan  

sebaga imana  mest inya ”  ( Bukt i  P- 6) .  Dengan demik ian ,  

Kementer i an  Hukum dan  HAM hanya lah  ins tans i  yang  

bers i f a t  melaksanakan  putusan  pencegahan  yang  

dibua t  o leh  Tergugat  dan  mereka  melaksanakannya  

atas  permin taan  pihak  Tergugat .

Bahwa  Keputusan  Terguga t  a- quo  te l ah  menimbulkan  

ak iba t  hukum,  yakn i  Penggugat  nyata - nyata  t i dak  

dapat  meningga lkan  tanah  ai r  untuk  beperg ian  ke  

lua r  neger i ,  karena  berdasarkan  Sura t  Keputusan  

Tergugat ,  nama  Penggugat  te lah  nyata - nyata  

dican tumkan  da lam  daf ta r  imig ras i  sebaga i  sub jek  

yang  dicegah  untuk  beperg ian  ke  lua r  neger i ,  se la i n  

dar ipada  i t u ,  pe jaba t  Imig ras i  juga  secara  resmi  

te lah  menar i k  dan  meminta  Penggugat  untuk  
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menyerahkan  paspor  Penggugat  kepada  ins tans i  yang  

bersangku tan  ( Bukt i  P- 7) .

Bahwa  Penggugat ,  dengan  alasan- alasan  yur i d i s  

sebaga imana  akan  diu ra i kan  nant i ,  dengan  tegas  

menolak  Keputusan  Tergugat  a- quo  karena  menuru t  

Penggugat  keputusan  te rsebu t  “ber ten tangan  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ”  

sebaga imana  dikemukakan  dalam Pasa l  53 ayat  (2 )  huru f  

a  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara .  Dengan  adanya  peno lakan  Penggugat  

in i ,  maka  sebaga imana  dide f i n i s i k an  dalam  Pasal  1 

angka  4  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  jo .  Pasal  1  angka  10 

Undang- Undang  R. I .  No.  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  peno lakan  

te rsebu t  te lah  dapat  d igo longkan  sebaga i  “sengke ta  

ta ta  usaha  negara” .

Bahwa keten tuan  Pasa l  47  Undang- Undang  No.  5 Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menegaskan  bahwa 

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  “ber tugas  dan  berwenang  

memer iksa ,  memutus,  dan  menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha Negara” .

Berdasarkan  argumentas i  sebaga imana  diu ra i kan  dalam 

angka  1  sampai  angka  7  di  atas ,  Penggugat  

menyimpulkan  bahwa  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara ,  

da lam  hal  in i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  

yang  yur i sd i k s i n ya  mencakup i  tempat  kedudukan  
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Tergugat  sebaga imana  te l ah  d iu ra i kan  di  awal  Sura t  

Gugatan  in i ,  ada lah  berwenang  untuk  memer iksa  dan  

memutus  sengketa  sebaga imana  te r t uang  dalam  Sura t  

Gugatan  in i .

Alasan- Alasan  Yurid is  Penggugat  Menolak  Keputusan  

Tergugat  a- quo

Bahwa  Terguga t  da lam  d ik tum  Keputusan  a- quo  ten tang  

Pencegahan  dalam  Perkara  pidana ,  te l ah  menyatakan  

mencegah untuk  beperg ian  ke lua r  neger i  :

Per tama  :  Terhadap  seorang  dengan  iden t i t a s  sebaga i  

ber i ku t  :

Nama : Pro f .  DR.  YUSRIL IHZA MAHENDRA

Tempat  Lahi r : Bel i t ung

Umur,  tangga l  lah i r : 55 Tahun /  5 Pebruar i  1956

Jen is  Kelamin : Lak i - lak i

Kebangsaan : Indones ia

Tempat  Tingga l : Ja lan  Karang  Asem  Utara  32,  

Kuningan ,  Jakar ta

Agama : Is l am

Peker j aan : Swasta

Pendid i kan : S- 3 (Un ive rs i t i  Sains  Malays ia )

karena  dugaan  kete r l i b a t annya  melakukan  t i ndak  

pidana  korups i  da lam  pungutan  biaya  akses  fee  dan  

biaya  Pener imaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  pada  

Sis tem Admin is t r a s i  Badan Hukum Di rek to ra t  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum Umum Depar temen  Hukum dan  HAM 

R. I . ,  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasa l  2  ayat  (1 )  
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atau  Pasal  3  UU No.  31  Tahun  1999,  sebaga imana  

diubah  dan  di tambah  dengan  UU No.  20  Tahun  2001  

ten tang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korups i  jo .  

Pasa l  55 ayat  (1 )  ke- 1 KUHP.

Kedua :  Keputusan  in i  ber laku  1  (sa tu )  tahun  

te rh i t u ng  mula i  tangga l  26  Jun i  2011. . . dan  

sete rusnya .

Bahwa  te rhadap  Keputusan  Tergugat  a- quo  seper t i  

d iku t i p kan  sebag ian  dalam angka  1  d i  atas ,  Penggugat  

menolaknya  dengan  tegas  karena  dasar   hukum  yang  

di j ad i kan   landasan   keputusan   i t u ,   sebaga imana  

te rcan tum  dalam  kons ide rans  menginga t ,  ia l ah  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  1992  ten tang  Keimig ras i an .  Pada 

saat  d i tanda tangan inya  Keputusan  Terguga t  a- quo ,  

undang- undang  d imaksud  sudah  t i dak  ber laku  lag i  dan  

te lah  dicabu t  dengan  Undang- Undang  R. I .  No.  6  Tahun  

2011  ten tang  Keimig ras i an .  Undang- Undang  yang  baru  

in i  te l ah  disahkan  oleh  Pres iden  Republ i k  Indones ia  

Dr .  H.  Susi l o  Bambang  Yudhoyono  tangga l  5  Mei  2011  

dan  te lah  diundangkan  oleh  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Pat r i a l i s  Akbar  pada  

har i  yang  sama,  dan  te lah  dimuat  da lam  Lembaran  

Negara  R. I .  Tahun  2011  Nomor  52,  ser ta  dinya takan  

mula i  ber l aku  se jak  d iundangkan  ( Bukt i  P- 8) .

Bahwa dalam  kons ide rans  “menimbang”  Undang- Undang  R. I .  

No.  6 Tahun  2011  ten tang  Keimig ras i an  dika takan  bahwa 

Undang- Undang Nomor  9 Tahun  1992  ten tang  Keimig ras i an  

–  yang  di j ad i kan  dasar  o leh  Terguga t  da lam  membuat  
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Surat  Keputusan  Terguga t  a- quo  – “sudah  t i dak  memadai  

lag i  untuk  memenuhi  berbaga i  perkembangan  kebutuhan  

pengatu ran ,  pe layanan ,  dan  pengawasan  di  b idang  

Keimig ras i an  seh ingga  per lu  dicabu t  dan  digan t i  

dengan  undang- undang  baru  yang  leb ih  komprehens i f  

ser ta  mampu menjawab tan tangan  yang  ada” .

Bahwa  Pasa l  142  Undang- Undang  R. I .  No.  6  Tahun  2011  

menyatakan  dengan  tegas  bahwa  pada  saat  mula i  

ber lakunya  undang- undang te rsebu t  :

Undang- Undang Nomor  9 Tahun  1992  ten tang  Keimig ras i an  

(Lembaran  Negara  Republ i k  Indones ia  Tahun  1992  

Nomor  33,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republ i k  

Indones ia  Nomor 3474)  :

. . . . . . .

Semua  pera tu ran   perundang- undangan   yang   berka i t an  

dengan  Keimig ras i an  yang  ber ten tangan  atau  t i dak  

sesua i  dengan  Undang- Undang  in i  (UU  No.  6  Tahun  

2011  ten tang  Keimig ras i an ) ,  d icabu t  dan  d inya takan  

t i dak  ber laku .

Bahwa  dasar  hukum  yang  digunakan  Terguga t  da lam 

Keputusan  Tergugat  a- quo ,  Undang- Undang  R. I .  No.  9 

Tahun  1992  ten tang  Keimig ras i an  yang  sudah  dicabu t  

dan  dinya takan  t i dak  ber l aku ,  juga  menggunakan  

Pera tu ran  Pemer in tah  No.  30  Tahun  1994  ten tang  Tata  

Cara  Pelaksanaan  Pencegahan  dan  Penangka lan ,  yang  

member ikan  kewenangan  kepada  Jaksa  Agung  untuk  

mencegah  seseorang  beperg ian  ke  lua r  neger i  yang  

lamanya  d ise rahkan  kepada  keputusan  Jaksa  Agung.  
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Meskipun  secara  fo rmi l  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  masih  

ber laku  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  143  Undang- Undang  

No.  6  Tahun  2011  ten tang  Keimig ras i an ,  namun karena  

norma  pengatu rannya  te l ah  nyata - nyata  ber ten tangan  

dengan  Pasa l  97  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  6  Tahun  

2011  ten tang  Keimig ras i an  yang  membatas i  jangka  waktu  

penceka lan  se lama- lamanya  6  (enam)  bu lan ,  maka 

keten tuan  te rsebu t  otomat i s  harus  dianggap  t i dak  

ber laku  lag i .  Dalam  Keputusan  Tergugat  a- quo ,  

Tergugat  te lah  mencegah  Penggugat  untuk  beperg ian  ke  

lua r  neger i  se lama  1 (sa tu )  tahun .  Jangka  waktu  yang  

dipu tuskan  oleh  Tergugat ,  nyata - nyata  ber ten tangan  

dengan  Pasa l  97  ayat  (1 )  Undang- Undang  No.  6  Tahun  

2011 ten tang  Keimig ras i an .

Bahwa  da lam  d ik tum  Per tama  Keputusan  Tergugat  a- quo ,  

Tergugat  hanya  mencantumkan  iden t i t a s  Penggugat  

sebaga i  sub jek  hukum yang  te rkena  pencegahan,  yakn i  

nama  lengkap ,  umur / t angga l  lah i r ,  jen i s  ke lamin ,  

kebangsaan,  tempat  t i ngga l ,  agama,  peker j aan  dan  

pend id i kan .  Sementara  menuru t  keten tuan  Pasa l  94 ayat  

(2 )  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2011,  keputusan  

pencegahan  yang  d ike lua rkan  o leh  pejaba t  yang  

berwenang  waj ib  memuat  anta ra  la i n  fo to  dar i  orang  

yang  dikena i  pencegahan.  Sementara  dalam  Sura t  

Keputusan  Tergugat  a- quo ,  t i dak  dican tumkan  fo to  

Penggugat  sebaga i  orang  yang  te rkena  pencegahan  

dimaksud.

Bahwa  se la i n  menggunakan  Pera tu ran  Pemer in tah  No.  30  
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Tahun  1994  ten tang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pencegahan  

dan  Penangka lan ,  Terguga t  juga  menggunakan  dasar  

hukum Pera tu ran  Jaksa  Agung  No.  PER-010/A /JA01 /2010  

ten tang  Keten tuan  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang 

Jaksa  Agung  untuk  melakukan  Pencegahan  dan  

Penangka lan  tangga l  28  Januar i  2010.  Pasal  6 

Pera tu ran  Jaksa  Agung  in i  menyebutkan  kewenangan  

Jaksa  Agung  untuk  mencegah  seseorang  untuk  beperg ian  

ke  lua r  neger i  ber laku  se lama- lamanya  1 (sa tu )  tahun .  

Pasa l  6  Pera tu ran  Jaksa  Agung  in i  nyata - nyata  

ber ten tangan  dengan  Pasa l  97  ayat  (1 )  Undang- Undang  

R. I .  No.  6  Tahun  2011  ten tang  Keimig ras i an  yang  

membatas i  jangka  waktu  pencegahan  se lama- lamanya  6 

(enam)  bulan .  Dengan  demik ian ,  sepan jang  mengenai  

pengatu ran   jangka   waktu   pencegahan   in i ,   sesua i  

keten tuan  Pasal  143   Undang- Undang  No.  6  Tahun  2011  

ten tang  Keimig ras i an ,  keten tuan   da lam   Pera tu ran  

Jaksa  Agung te rsebu t  otomat i s  t i dak  ber laku  lag i .

Bahwa  berdasarkan  alasan- alasan  sebaga imana  te lah  

diu ra i kan  da lam  angka  1  sampai  dengan  angka  7  di  

atas ,  Penggugat  berkes impu lan  bahwa  Keputusan  

Tergugat  a- quo  yang  d idasarkan  kepada  undang- undang  

yang  sudah  dicabu t  dan  dinya takan  t i dak  ber laku  lag i ,  

ser ta  didasarkan  pada  pera tu ran - pera tu ran  

pelaksanaannya  yang  juga  sudah  t i dak  ber laku  lag i  

karena  ber ten tangan  dengan  undang- undang  yang  

ber laku ,  adalah  nyata - nyata  keputusan  yang  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  
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pos i t i f  yang  ber laku  pada  saat  d i te rb i t k annya  

keputusan  te rsebu t ,  dan  karenanya  cukup  alasan  untuk  

dinya takan  bata l  o leh  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara .

Pet i tum

Berdasarkan  ura ian - ura ian  yang  te lah  d ikemukakan  

di  atas ,  Penggugat  memohon  kepada  Yang  Mul ia  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  untuk  

menindak lan j u t i  gugatan  in i ,  dan  Maje l i s  Hakim k i ranya  

berkenan  untuk  memer iksa  dan memutus  perkara  in i  dengan  

amar  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya .

Menyatakan  bata l  Keputusan  Tergugat  Nomor  :  Kep-

195/D/Dsp .3 /06 /2011  tangga l  24  Jun i  2011  ten tang  

Pencegahan  Dalam Perkara  Pidana.

Menimbang,  bahwa  dalam  pers idangan  yang  te l ah  

di t en tukan  dar i  Pihak  Penggugat  hadi r  Penggugat  Pr ins i pa l  

sedangkan  dar i  Pihak  Terguga t  had i r  Kuasa  Hukumnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   atas   gugatan  Penggugat ,  Pihak  

Tergugat  te l ah  mengajukan   Jawaban   te r t angga l  18  Ju l i  

2011,  yang  menyampaikan  ha l - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA 

USAHA NEGARA

Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Jakarta  t idak  berwenang 

untuk  memeriksa ,  mengadi l i  dan  memutus  perkara  a  quo 
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dengan dasar  hukum sebagai  ber ikut  :

Bahwa  kewenangan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

mengadi l i  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  

dia tu r  dalam Pasa l  4 Undang- Undang Nomor  9 Tahun  2004  

ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor   5  Tahun  

1986  ten tang   Perad i l an  Tata  Usaha Negara

 yang  menyatakan  “Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  adalah  

sa lah  satu  pe laku  kekuasaan  kehak iman  bag i  rakya t  

pencar i  kead i l an  te rhadap  sengketa  ta ta  usaha  

negara . ” .

Berdasarkan  Pasa l  1  angka  10  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009,  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  ada lah  

sengketa  yang  t imbu l  da lam  b idang  ta ta  usaha  negara  

anta ra  orang  atau  badan  hukum perda ta  dengan  badan  

atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara ,  ba ik  di  pusat  maupun 

di  daerah ,  sebaga i  ak iba t  d ike lua rkannya  keputusan  

ta ta  usaha  negara ,  te rmasuk  sengketa  kepegawaian  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku .

Sedangkan  yang  d imaksud  dengan  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara  berdasarkan  Pasa l  1  angka  9  Undang- Undang 

Nomor  51  Tahun  2009  ada lah  “Keputusan  ta ta  usaha  

negara  ada lah  suatu  penetapan  te r t u l i s  yang  

dike lua r kan  o leh  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  

yang  ber i s i  t i ndakan  hukum ta ta  usaha  negara  yang  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  yang  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l ,  dan  

f i na l ,  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  seseorang  

Halaman  15  dar i  41  ha l aman .  Putu s a n  Nomor  :  124 /G /2011 / PTUN- JKT
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atau  badan hukum perda ta . ” .

Bahwa SK a  quo  adalah  merupakan  pelaksanaan  tugas  dan  

wewenang Jaksa  Agung dalam pencegahan  dan  penangka lan  

orang  te r t en tu  untuk  masuk  atau  ke lua r  wi layah  R. I  

karena  kete r l i b a t annya  dalam  perkara  pidana  sesua i  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  (v i de  Pasal  35  

huru f  f  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  ten tang  

Kejaksaan) .  Dengan  demik ian  merupakan  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  dike lua r kan  berdasarkan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  bers i f a t  hukum pidana .

Bahwa da lam Pasa l  2 huru f  d Undang- Undang  Nomor  9 Tahun  

2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  dia tu r  

bahwa “T idak  te rmasuk  dalam penger t i an  Keputusan  Tata  

Usaha Negara  menuru t  Undang- Undang in i  :

Keputusan   Tata   Usaha   Negara   yang   d ike lua r kan  

berdasarkan  

keten tuan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  

Ki tab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  

pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  bers i f a t  

hukum pidana” .

(v i de  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  TUN yang  te l ah  

Ink rach t  da lam perkara  Nomor  :  33/B /2008 /PT.TUN.JKT  

tangga l  21  Mei  2008  anta ra  Pont jo  Nugro  Susi l o  

al i as  Pont j o  Sutowo melawan Jaksa  Agung R. I ) .

Bahwa  dengan  demik ian  SK  a  quo  dapat  d ika tego r i k an  

sebaga i  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikecua l i k an  

pemer iksaannya  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  
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sebaga imana  dia tu r  da lam Pasal  2  huru f  d  Undang- Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  ten tang  Perubahan  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986,  o leh  karena  i t u  bukan  kewenangan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  memer iksa  dan  

memutus  perkara  a quo.

Berdasarkan  da l i l - da l i l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka  kami  mohon  k i ranya  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  yang  memer iksa  sengketa  a  quo  

berkenan  menja tuhkan  putusan  se la  sebaga i  ber i ku t  :

M E M U T U S

Mener ima  Ekseps i  Absolu t  Terguga t  untuk  se lu ruhnya  ;

Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

mempunya i  kewenangan   untuk  memer iksa ,  mengadi l i ,  dan  

memutus   sengketa       a quo ;

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  ;

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat .

Namun apabi la  Maje l i s  Hakim berpendapat  la in ,  ber ikut  

kami  sampaikan  Eksepsi  la in  dan  Jawaban  terhadap  

gugatan  Penggugat  sebagai  ber ikut  :

EKSEPSI  LAIN DAN JAWABAN

EKSEPSI  LAIN

GUGATAN  PENGGUGAT  MERUPAKAN  GUGATAN  YANG  TIDAK 

BERDASAR

Berdasarkan  Pasa l  53  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  9 

Tahun  2004  d ia tu r  “Orang  atau  badan  hukum perda ta  

yang  merasa  kepent i ngannya  di rug i kan  oleh  suatu  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dapat  mengajukan  

gugatan  te r t u l i s  kepada  Pengadi l an  yang  berwenang  
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ber i s i  tun tu tan  agar  putusan  Tata  Usaha Negara  yang  

disengke takan  i t u  dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

dengan  atau  tanpa  dise r t a i  gant i  rug i  atau  

rehab i l i t a s i ” .

Bahwa  obyek  sengke ta  a  quo  ada lah  Keputusan  Jaksa  

Agung  R. I  Nomor  :  KEP-195/D/Dsp .3 /06 /2011  ten tang  

Pencegahan  Dalam Perkara  Pidana  te rhadap  Prof .  Dr .  

Yusr i l  Ihza  Mahendra  tangga l  24 Jun i  2011.

Bahwa  Keputusan  a  quo  te l ah  d icabu t  dan  te lah  

di t e rb i t k an  Keputusan  Jaksa  Agung  R. I  Nomor  :  KEP-

201/D/Dsp .3 /06 /2011  ten tang  Pencegahan  Dalam 

Perkara  Pidana  te rhadap  Pro f .  Dr .  Yusr i l  Ihza  

Mahendra  tangga l  27 Jun i  2011.

Dengan  demik ian  sudah  t i dak  te rdapa t  lag i  sengketa  

ta ta  usaha  negara   anta ra   Penggugat   dengan  

Tergugat  karena  obyek  sengke ta  perkara   a quo te l ah  

dicabu t ,  seh ingga  dalam  hal  in i  Penggugat   sudah  

t i dak    mempunya i   kepent i ngan   hukum  da lam  suatu  

sengketa  Tata  Usaha  Negara .  Oleh  karena  i t u  cukup  

bera lasan  apab i l a  Maje l i s  Hakim  yang  memer iksa ,  

mengadi l i ,  dan  memutus  sengketa  a  quo  member i kan  

putusan  yang  menyatakan  gugatan  t i dak  dapat  

d i t e r ima .

DALAM POKOK PERKARA

Ter leb ih  dahu lu  Tergugat  menyatakan  bahwa  sega la  

sesuatu  yang  dikemukakan  di  da lam  Ekseps i  te tap  

dipe r t ahankan  dan  merupakan  bag ian  yang  t i dak  
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te rp i sahkan  di  da lam pokok  perkara .

Dalam  gugatannya  Penggugat  mendal i l k an  anta ra  la i n  

sebaga i  ber i ku t  :

Bahwa Keputusan  a quo  menggunakan  dasar  hukum Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  1992  ten tang  Keimig ras i an ,  

yang  sudah  dinya takan  dicabu t  dan  dinya takan  t i dak  

ber laku  lag i  sesua i  Pasa l  142 UU Nomor  6 Tahun 2011  

ten tang  Keimig ras i an .

Bahwa  dasar  hukum  yang  digunakan  Terguga t  da lam 

Keputusan  a quo  se la i n  UU No.  9 Tahun  1992  ten tang  

Keimig ras i an  ada lah  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30 

Tahun 1994 ten tang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pencegahan  

dan  Penangka lan  yang  member i kan  kewenangan  kepada  

Jaksa  Agung  R. I  untuk  mencegah  seseorang  beperg ian  

ke  lua r  neger i  yang  lamanya  dise rahkan  kepada  

Keputusan  Jaksa  Agung R. I .  Dalam SK Terguga t  a quo,  

Penggugat  te l ah  d icegah  beperg ian  ke  lua r  neger i  

se lama  1  (sa tu )  tahun .  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  

30 Tahun 1994 secara  fo rm i l  masih  ber laku  sepan jang  

norma  pengatu rannya  t i dak  ber ten tangan  dengan  

Undang- Undang Nomor  6 Tahun 2011 sebaga imana  dia tu r  

da lam  Pasa l  143  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011,  

namun  karena  norma  pengatu rannya  ber ten tangan  

dengan  Pasa l  97  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor   6 

Tahun  2011 ten tang  Keimig ras i an  yang  

membatas i  jangka  waktu  penceka lan  se lama- lamanya  6 

(enam)  bulan ,  maka  keten tuan  te rsebu t  secara  

otomat i s  harus  d ianggap  t i dak  ber laku  lag i .
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Bahwa  Keputusan  a  quo  juga  menggunakan  dasar  hukum 

Pera tu ran  Jaksa  Agung  R. I   Nomor  :  PER-

010/A /JA /01 /2010  tangga l  28 Januar i  

2010  ten tang  Keten tuan  Pelaksanaan  Tugas  dan  

Wewenang Jaksa  Agung untuk  melakukan  Pencegahan  dan  

Penangka lan ,  d i  mana dalam Pasal  6 dinya takan  bahwa 

Jaksa  Agung  berwenang  untuk  mencegah  seseorang  

untuk  beperg ian  ke  lua r  neger i  ber laku  se lama-

lamanya  1  (sa tu )  tahun .  Pasa l  in i  ber ten tangan  

dengan  Pasa l  97  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  2011  ten tang  Keimig ras i an  yang  membatas i  

jangka  waktu  pencegahan  se lama- lamanya  6  (enam)  

bulan .

Bahwa Keputusan  a  quo  t i dak  memenuhi  keten tuan  Pasa l  

94  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  

ten tang  Keimig ras i an ,  dengan  alasan  dalam SK a quo  

t i dak  mencantumkan  fo to  Penggugat ,  sedangkan  dalam 

Pasa l  94  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  6 Tahun  2011  

disebu tkan  bahwa  keputusan  pencegahan  sekurang-

kurangnya  memuat  anta ra  la i n  nama,  jen i s  ke lamin ,  

tempat  dan  tangga l  lah i r  atau  umur,  ser ta  fo to  

orang  yang  dikena i  pencegahan,  a lasan  pencegahan  

dan jangka  waktu  pencegahan.

Menanggap i   da l i l - da l i l   Penggugat   te rsebu t   d i  

atas   pada   angka  1 sampai   dengan   angka   4,   da lam 

hal   in i  Tergugat  menyatakan  bahwa   gugatan  

Penggugat   t i dak   berdasar   d ika renakan   Keputusan  

a  quo  sudah  d icabu t   dan   o leh   karenanya   sudah  
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t i dak   ada  lag i   obyek   sengketa   sebaga imana   te lah  

Tergugat   ura i kan   da lam  ekseps i .

Bahwa  te rhadap  da l i l - da l i l  Penggugat  a  quo  

te rsebu t ,  mohon Maje l i s  Hakim memper t imbangkan  adanya  

adag ium  poin t  d ’ i n t e r e t - po in t  d ’ac t i o n  (b i l a  ada 

kepent i ngan ,  maka di  s i t u  baru  boleh  berproses ) .  In i  

merupakan  keten tuan  hukum acara  yang  t i dak  te r t u l i s ,  

yang  pada  in t i n ya  untuk  set i ap  proses  yur i d i s  i t u  

harus  ada  kepent i ngannya  untuk  berp roses .  Berproses  

yang  t i dak  ada tu j uannya  harus  dih i nda rkan ,  t i dak  

dibo lehkan .  Sebab  dengan  cara  demik ian  i t u  bukan  ha l  

yang  bermanfaa t  bag i  kepent i ngan  umum.  Juga  pihak  

pemer in tah  semest i nya  dapat  leb ih  fokus  kepada  tugas  

pelayanan  umumnya.  Kalau  pada  gugatan  sa ja  sudah  

je l as  bahwa  kepent i ngan  te rsebu t  t i dak  ada,  maka 

gugatan  i t u  semest i nya  dinya takan  t i dak  berdasar .  

Selan ju tnya  dapat  sa ja  te r j ad i  bahwa  kepent i ngan  

berp roses  i t u  hapus  se lag i  proses  i t u  ber j a l an  :  

umpama  SK  pemecatan  yang  diguga t  i t u  dicabu t  

sementa ra  proses  sedang  ber ja l an .  ( “ Usaha  Memahami  

Undang- Undang  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara”  

Buku  I  Beberapa  Penger t i an  Dasar  Hukum Tata  Usaha  

Negara ,  Ind rohar t o ,  S.H. ,  Pustaka  Sinar  Harapan,  

Jakar ta : 1996 ,  Hal .  40) .  Dengan  demik ian  je l as  bahwa 

kepent i ngan  Penggugat  da lam mengajukan  gugatan  a  quo  

te rsebu t  t i dak  ada  lag i  karena  obyek  sengketa  te l ah  

dicabu t .  Oleh  karena  i t u  gugatan  Penggugat  merupakan  

gugatan  yang  t i dak  berdasar .

Halaman  21  dar i  41  ha l aman .  Putu s a n  Nomor  :  124 /G /2011 / PTUN- JKT
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Berdasarkan  ura ian  dan  dasar  hukum yang  Tergugat  

sampaikan ,  baik  da lam  Ekseps i  maupun  Jawaban  Pokok  

Perkara ,  mohon k i ranya  Maje l i s  Hakim  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  a 

quo dapat  member ikan  putusan :

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI  :

Mener ima  Ekseps i  Terguga t  untuk  se lu ruhnya  ;

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

untuk  se lu ruhnya  ;

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Penggugat .

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara .

Menimbang,  bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te r sebu t ,  

Pihak  Penggugat  te l ah  mengajukan  Repl i k  pada  pers idangan  

tangga l  25  Ju l i  2011,  dan  atas  Repl i k  Penggugat  te rsebu t  

Pihak  Tergugat  te lah  mengajukan  Dupl i k  pada  pers i dangan  

tangga l  1  Agustus  2011,  yang  untuk  mempers ingka t  ura ian  

putusan ,  maka Repl i k  dan Dupl i k  te rsebu t  t i dak  dican tumkan  

dalam  putusan  akan  te tap i  te rmuat  da lam  Ber i t a  Acara  

Pers idangan  dalam perkara  in i  ;  - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  

gugatannya  Penggugat  te l ah  mengajukan   bukt i   te r t u l i s  

berupa  fo tocopy  sura t - sura t  yang  te l ah  dibe r i  metera i  

cukup  dan  te l ah  di l ega l i s i r  seh ingga  dapat  d i j ad i kan  

sebaga i  a la t  bukt i  yang  sah,  ser ta  dibe r i  tanda  P -  1 s /d  

P -  11 ada lah  sebaga i   ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - -
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Bukt i  P -  1 : Kar tu  Tanda  Penduduk  (KTP)  mi l i k  Penggugat  ;  

(Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  2 : Sura t    Keputusan   Jaksa   Agung   Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  KEP-195/D/Dsp .3 /06 /2011  

tangga l  24  Jun i  2011  ten tang  Pencegahan  

Dalam  Perkara  Pidana  ;  (Sesua i  dengan  

as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  3 : Undang- undang  Republ i k  Indones ia  No.  16 

Tahun  2004  ten tang  Kejaksaan  Republ i k  

Indones ia  pasa l  2 ayat  (1 )  dan pasa l  18 ayat  

9  (1 )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bukt i  P -  4 : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  No.  

30  Tahun  1994  ten tang  Tata  Cara  Pelaksanaan  

Penangka lan  ;  - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  5 : Pera tu ran  Jaksa  Agung  Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  PER-010/A /LA/01 /2010  ten tang  

Keten tuan  Pelaksanaan  Tugas  dan  Wewenang 

Jaksa  Agung  untuk  Melakukan  Pencegahan  dan  

Penangka lan  ;  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  6 : Sura t  Pencegahan  ke lua r  neger i  Nomor  :  R-

1043/D/Dsp .3 /  06/2011   tangga l   24 Jun i  2011  

Halaman  23  dar i  41  ha l aman .  Putu s a n  Nomor  :  124 /G /2011 / PTUN- JKT
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atas  nama  Pro f .  DR. Yusr i l  

Ihza  Mahendra  dar i  Kejaksaan  Agung  Republ i k  

Indones ia  yang  di tu j u kan  kepada  Menter i  

Hukum dan HAM ;  (Fo to  copy  dar i  Foto  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bukt i  P -  7 : Sura t  Pencegahan  ke lua r  neger i  Nomor  :  

IMI .5 .GR.02 .05 - 3.0707  tangga l  24  Jun i  2011  

atas  nama  Prof .  DR.  Yusr i l  Ihza  Mahendra  

dar i  Di rek to ra t  Jendera l  Imig ras i  yang  

di t u j u kan  kepada  Prof .  DR.  Yusr i l  Ihza  

Mahendra  ;  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  8 : Undang- undang  Republ i k  Indones ia  No.  6 Tahun  

2011  ten tang  Keimig ras i an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bukt i  P -  9 : Pr in t  out  Ber i t a  Tr ibunenews.com,  Senin  

tangga l  27 Jun i  2011  ber judu l  Gugatan  Yusr i l  

kepada  Jaksa  Agung  t i dak  berdasar  yang  

ber i s i  penegasan  Waki l  Jaksa  Agung  Darmono 

ten tang  gugatan  Mantan  Menter i  Hukum dan  HAM 

Yusr i l  Ihza  Mahendra  te rhadap  Jaksa  Agung 

Basr ie f  Ar ie f  ;  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bukt i  P -  10 : Pr in t  out  Ber i t a  Kompas.com,  Selasa  tangga l  
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28  Jun i  2011  ber judu l  Pat r i a l i s  :  Cekal  

Yusr i l  Diubah  ;  (Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  11 : Pr in t  out  Ber i t a  In i l a h . c om,  Senin  tangga l  

18  Ju l i  2011  ten tang  Kejaksaan  Agung  minta  

pada  Maje l i s  Hakim Pengadi l an    Tata    Usaha 

Negara    Jakar ta    untuk    t i dak  menggela r  

s idang  penceka lan  yang  d ia j ukan  oleh  Mantan  

Menter i  Hukum dan HAM Yusr i l  Ihza  Mahendra  ;  

(Sesua i  dengan  as l i )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk   menguatkan  dal i l - da l i l  

Jawabannya,  Tergugat   te lah   mengajukan  bukt i  berupa  

fo tocopy  sura t - sura t   yang   te lah  dibe r i   metera i   

cukup   dan  te lah   d i l ega l i s i r   seh ingga   dapat   d i j ad i kan  

sebaga i  a la t   bukt i  yang   sah,   ser ta   d ibe r i   tanda  T -  1 

s /d  T -  9,   ada lah   sebaga i   ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Bukt i  T -  1 : Keputusan  Jaksa  Agung  RI  No.  

KEP-195/D/Dsp .3 /06 /2011  tangga l  24 Jun i  2011  ;  

(Sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. Bukt i  T -  2 : Keputusan  Jaksa  Agung  RI  No.  

KEP-201/D/Dsp .3 /06 /2011  tangga l  27 Jun i  2011  ;  

(Sesua i  dengan as l i )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. Bukt i  T – 3A :  Putusan  Pengad i l an  Tingg i  

Tata  Usaha  Negara  Nomor  33/B /2008 /PT .TUN.JKT  

tangga l  21 Mei  2008 anta ra  Pont j o  Nugro  Sus i l o  

Halaman  25  dar i  41  ha l aman .  Putu s a n  Nomor  :  124 /G /2011 / PTUN- JKT

Disclaimer
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al i as  Pont j o  Sutowo  melawan  Jaksa  Agung  RI  ;  

(Fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

But i  T – 3 B :  Putusan  Nomor  115/G/2007 /PTUN- JKT ;  (Fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - -

4. Bukt i  T – 4 : Sura t   Per in tah   Peny id i kan  

Di rek tu r   Peny id i kan   Jaksa  Agung  Muda Tindak  

Pidana  Khusus  No.  Pr in t - 79/F .2 /Fd .1 / 06 /2010  

tangga l  24  Jun i  2010  (Sesua i  sa l i nan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. Bukt i  T -  5 : “Usaha  Memahami  Undang-

undang  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara”  

Buku  I  Beberapa  Penger t i an  Dasar  Hukum  Tata  

Usaha  ha l  40  ;  (Fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. Bukt i  T -  6 : Putusan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  No.  19/G/2010 /PTUN- JKT 

tangga l   10   Jun i   2010   anta ra   I   Ktu t  

Sudiharsa ,   SH. ,   Msi  Melawan  Ketua  Lembaga 

Per l i ndungan  Saks i  dan  Korban  (LPSK)  ;  (Fo to  

copy)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. Bukt i  T -  7 : Sura t   Edaran   Mahkamah 

Agung  RI  No.  2  Tahun  1991  ten tang   Petun juk  

Pelaksanaan   Beberapa   Keten tuan   Dalam Undang-

undang   Nomor   5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha Negara ,  Bagian  I I I  mengenai  angka  IV  

;  (Foto  copy)  ;  - - - - - - - - - - - - -
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8. Bukt i  T -  8 : Dr .  SF.  Marbun,  SH. ,  M.Hum,  Perad i l an  

Admin is t r a s i  Negara  dan  Upaya  Admin is t r a t i f  d i  

Indones ia ,  FHUI I  Press ,  2011  ;  (Fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. Bukt i  T -  9 : Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan 

Admin is t r a s i  Pengad i l an  Dalam Empat  Lingkungan  

Perad i l an  (Buku  I I  Edis i  2007,  Mahkamah Agung 

RI  2009,  Hal  863)  ;  (Fo to  copy)  ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa   Pihak  Penggugat  te l ah  mengajukan  

Kesimpulannya   pada  pers idangan  tangga l  8  Agustus  2011  

yang  te lah  dipe rba i k i   dan   d igan t i   pada   pers i dangan  

tangga l   15  Agustus  2011  dan  Pihak   Terguga t   te l ah  

mengajukan   Kesimpulannya   pada   pers i dangan  tangga l   15  

Agustus   2011  yang   untuk   mempers ingka t   ura ian   putusan  

in i ,  maka  Kes impu lan   Penggugat   dan   Tergugat   te rsebu t  

t i dak   d ican tumkan  dalam  putusan   akan    te tap i   te rmuat  

da lam   Ber i t a   Acara   Pers idangan   da lam  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa  sega la  sesuatu  yang  te r j ad i  

d ipe rs i dangan  menunjuk   pada   ber i t a   acara   pers i dangan  

di  da lam  perkara  in i  dan  merupakan   bag ian   yang   t i dak  

te rp i sahkan   dengan  putusan   in i  ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  Kedua  Belah  Pihak  

menyatakan  bahwa mereka  t i dak  akan  mengajukan  apa- apa  lag i  

da lam  perkara  in i ,  dan  se lan ju t nya  mohon  putusan  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tu j uan  gugatan  Penggugat  

sebaga imana  te ru ra i  da lam  duduk  perkara  dia tas  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  gugatan  te rsebu t  Penggugat  

memohon  dinya takan  bata l  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  

ob jek  sengketa  dalam perkara  a quo  ya i t u  :  Keputusan  Jaksa  

Agung  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  Kep- 195/D/Dsp .3 /06 /2011 ,  

Tentang  Pencegahan  Dalam Perkara  Pidana,  tangga l  24  Jun i  

2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa bersamaan  dengan  jawaban  te r t angga l  

18  Ju l i  2011,  Tergugat  te l ah  menyampaikan  ekseps i ,  o leh  

karenanya  sebe lum  Pengad i l an  memper t imbangkan  pokok  

perkara ,  te r l eb i h  duhu lu  akan  memper t imbangkan  ekseps i  

te rsebu t ,  dengan  per t imbangan  hukum  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  :

Menimbang,  bahwa  Tergugat  te lah  mengemukakan  da l i l -

da l i l  ekseps i  yang  pada  pokoknya  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Ekseps i  Mengenai  Kewenangan  Abso lu t  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;

Bahwa Sura t  Keputusan  a quo  dapat  d ika tego r i k an  sebaga i  
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Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dikecua l i k an  

pemer iksaannya  pada  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  2  huru f  (d )  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  ten tang  perubahan  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986,  o leh  karena  i t u  

bukan  kewenangan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  untuk  

memer iksa  dan memutus  perkara  a quo  ;  

Ekseps i  Gugatan  Penggugat  merupakan  gugatan  yang  t i dak  

berdasar  ;

Bahwa  sudah  t i dak  te rdapa t  lag i  sengketa  Tata  Usaha  

Negara  anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat  karena  ob jek  

sengketa  perkara  a quo  te l ah  dicabu t ,  seh ingga  dalam 

hal  in i  Penggugat  sudah  t i dak  mempunya i  kepent i ngan  

hukum dalam suatu  sengketa  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  dar i  Tergugat  

te rsebu t ,  te l ah  d iban tah  o leh  Penggugat  sebaga imana  yang  

diu ra i kan  da lam  Repl i k  Penggugat  tangga l  25  Ju l i  2011,  

yang  pada pokoknya  menyatakan  sebaga i  ber i ku t  :  - - - - - - - - -

Dalam Ekseps i  Mengenai  Kewenangan  Abso lu t  Pengad i l an  Tata  

Usaha Negara ;

Bahwa  t i dak   ada   satu  pasa lpun   d i  da lam KUHP maupun  

KUHAP  dan  keten tuan- keten tuan   p idana   mater i l  

maupun  fo rmi l   la i nnya ,   yang

mengatu r  mengena i  pencegahan  dan  penangka lan .  J ika  

dika i t k an  dengan  kewenangan  Jaksa  Agung,  keten tuan -

keten tuan  mengena i  ha l  i t u  d ia tu r  da lam  Pasa l  35 

huru f  ( f )  dan  Pasal  36  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  

2004  Tentang  Kejaksaan  RI .  Undang- Undang  in i  je l as  
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dib idang  Hukum Admin is t r a s i  Negara  dan  sama  seka l i  

bukan  te rgo long  sebaga i  “pera tu ran  perundang- undangan  

la i n  yang  bers i f a t  p idana”  sebaga imana  dimaksud  da lam 

keten tuan  Pasal  2 huru f  d Undang- Undang Nomor  9 Tahun  

2004 ;

Dalam  Ekseps i  Gugatan  Penggugat  merupakan  gugatan  yang  

t i dak  berdasar  ;

Bahwa  hal - ha l  la i n  yang  d ikemukakan  Tergugat  da lam 

ekseps i  jus t r u  membenarkan  da l i l  Penggugat  bahwa 

Keputusan  Tergugat  a quo   ada lah  keputusan  yang  sa lah  

karena  menggunakan  dasar  hukum yang  sudah  dicabu t  dan  

t i dak  ber laku  lag i  ;  

Bahwa ket i ka  gugatan   d ida f t a r kan  tangga l  27  Ju l i  2011  

jam  09.00  pag i ,  be lum  ada  pencabutan  Keputusan  a  

quo  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  dar i  Tergugat  

te rsebu t  Pengad i l an   akan  memper t imbangkan  dengan  

mendasarkan  pada  keten tuan  dalam  Pasa l  77  Undang- Undang  

Nomor   5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

yang  te lah  diubah  te rakh i r  dengan  Undang- Undang  Nomor  51  

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  (un tuk  se lan ju t nya  disebu t  Undang-

Undang PERATUN),  yang  menyebutkan  :  

Ayat  (1 )  :  “Ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengad i l an  

dapat  d ia j ukan  set i ap  waktu  se lama  pemer iksaan ,  

dan meskipun  t i dak  ada ekseps i  ten tang  kewenangan  

abso lu t  pengad i l an  apab i l a  hak im  mengetahu i  ha l  

i t u ,  ia  karena  jaba tannya  waj ib  menyatakan  bahwa 
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pengad i l an  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  

yang  bersangku tan ”  ;

Ayat  (2 )  :  “Ekseps i  ten tang  kewenangan  re la t i f  Pengad i l an  

dia j ukan  sebe lum  di -  sampaikan  jawaban  atas  pokok  

sengketa ,  dan  ekseps i  te rsebu t  harus  dipu tus  

sebe lum pokok  sengketa ”  ;

Ayat   (3 )  :  “  Ekseps i    la i n - la i n  yang    t i dak  mengenai  

kewenangan  pengad i l an  hanya  dapat  d ipu tus  bersama 

dengan pokok  sengketa  “ ;

Menimbang,  bahwa ekseps i  yang  dia jukan  oleh  Tergugat ,  

pada  angka  I  merupakan  ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

pengad i l an  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  77  ayat  (1 )  

te rsebu t  d i  atas ,  sementara  i t u  ekseps i  pada  angka  I I ,  

merupakan  ekseps i  la i n - la i n  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasa l  77  ayat  (3 )  Undang- Undang  PERATUN,  yang  dapat  

d ipu tus  bersama- sama  dengan  pokok  sengketa  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   untuk   membukt i kan   kebenaran  

dal i l   ekseps i   dar i  Tergugat ,   pada    angka   I   ten tang  

kewenangan   abso lu t   in i ,   Pengadi l an   per lu   memer iksa  

guna   mencar i   dan   menemukan   fak ta   hukum  sampai  

pemer iksaan  te rhadap  sura t - sura t  bukt i  atau  sampai  tahapan  

acara  pembukt i an .  Berdasarkan  hal  te rsebu t  se lan ju t nya  

Pengad i l an  akan  mempert imbangkan   dan   menguj i  ekseps i  

ten tang  kewenangan  abso lu t  dengan  per t imbangan  hukum 

sebaga i  ber i ku t   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  Jaksa  Agung  ada lah  pimpinan  dan  

penanggung  jawab  te r t i n gg i  ke jaksaan  yang  memimpin ,  

mengenda l i kan  pe laksanaan  tugas ,  dan  wewenang  ke jaksaan  

(v i de  Pasal  18  ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  

Tentang  Kejaksaan  Agung)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa pada  bagian  Penje lasan  angka  I  Umum 

dar i  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  Kejaksaan  

Agung,  menyebutkan  :  “da lam  Undang- Undang  in i  d ia tu r  ha l -

ha l  yang  disempurnakan ,  anta ra  la i n :  “ Kejaksaan   ada lah  

lembaga   pemer in tahan   yang   melaksanakan  kekuasaan  

negara  di  b idang  penegakkan  hukum dengan  berpegang  pada  

pera tu ran  perundang- undangan  dan  keb i j akan  yang  di t e t apkan  

oleh  pemer in tah .  Dengan   demik ian ,  Jaksa   Agung   diangka t  

dan   d ibe rhen t i k an  oleh  Pres iden  ser ta  ber tanggung  jawab  

kepada  Pres iden ” .

Menimbang,  bahwa  Jaksa  Agung  mempunyai  tugas  dan  

wewenang mencegah   atau   menangka l   orang   te r t en t u   untuk  

masuk   atau   ke lua r  wi layah   Negara   Kesatuan   Republ i k  

Indones ia   karena   kete r l i b a t annya   da lam  perkara  pidana  

sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  (v ide  Pasal  35  

huru f  ( f )  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2004  Tentang  

Kejaksaan  Agung)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keputusan  pencegahan  set i ap  orang  

di t e t apkan  oleh  Menter i ,  Menter i  Keuangan,  Jaksa  Agung,  

atau  Pangl ima  Angkatan  Bersen ja ta   Republ i k  Indones ia  
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sesua i  dengan  wewenang  dan  tanggung jawab  masing- masing  

berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  ten tang  

Keimig ras i an  (v ide  Pasa l  2  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30  

Tahun  1994  Tentang  Tata  Cara  Pencegahan  Dan Penangka lan )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  bag ian  Umum dar i  Penje lasan  

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  30 Tahun  1994  Tentang  Tata  Cara  

Pencegahan  Dan  Penangka lan ,   d isebu tkan  :  “Undang- Undang  

Nomor   9  Tahun  1992  ten tang

 Keimig ras ian  mengatu r  mengenai  pencegahan  dan  

penangka lan ,  ya i t u  suatu  keten tuan  yang  melarang  seseorang  

untuk   melakukan  per ja l anan  ke  lua r  atau  masuk  wi layah  

Negara  Republ i k  Indones ia .  Keten tuan  in i  pada  hakekatnya  

merupakan  upaya  pembatasan  te rhadap  hak  asas i   manusia ,  

karena  ber ten tangan   dengan   pr ins i p - pr ins i p   umum yang  

ber laku  secara  in t e r nas i ona l ,  ya i t u   set i ap   orang   berhak  

melakukan   per ja l anan   ke   lua r   maupun masuk   ke  wi layah  

suatu  negara .  Namun  demik ian  dengan  per t imbangan   demi  

kepent i ngan   keamanan  negara  dan  masyaraka t  Indones ia  

beg i t u   juga   da lam   rangka   mengayomi   hak   asas i  

manus ia ,     agar   leb ih    menjamin    adanya    per l i n dungan  

dan   kepas t i an    hukum,   maka  

masalah   pencegahan   dan  penangka lan  dia tu r  da lam  suatu  

bab  te rsend i r i  d i  da lam  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  

ten tang  Keimig ras i an ”  ;

Menimbang,  bahwa  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  

te lah  diubah  atau  digan t i  dengan  Undang- Undang  Nomor  6 

Tahun  2011  Tentang  Keimig ras i an ,  dan  mengenai  masalah  
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pencegahan  dan  penangka lan  d ia tu r  da lam  Bab  IX ,  Pasa l  91  

sampai  dengan  Pasal  103  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dar i  keten tuan  pera tu ran  perundang-

undangan  te rsebu t  d ia tas ,  Pengad i l an  berpendapa t  keputusan  

ceka l  merupakan  keputusan  admin is t r a s i  Negara ,   menginga t  

karak te r i s t i k n ya   bers i f a t   sep ihak  dan  d i t e r b i t k an  oleh  

pejaba t   yang   berwenang,   atau   dengan   kata   la i n   ceka l  

d ika takan  sebaga i  keputusan  admin i s t r a s i  negara  di l i h a t  

dar i  s i f a t ,  subyek  hukum,   dan  obyek   keputusannya   ya i t u  

bers i f a t   sep ihak ,  d i t u j u kan   kepada  orang  perorangan  dan  

mengenai  la rangan  yang  bers i f a t  sementa ra  untuk  ke lua r  

atau  masuk  wi layah  Republ i k  Indones ia .  Bahwa  dar i  seg i  

pe laksanaannya  Cegah  dan  Tangka l  ada lah  bers i f a t  

ke im ig ras i an ,  dan  dar i  sudut   pandang   penegakan   hukum 

yang   d i l akukan   o leh   Pejaba t   Tata  Usaha   Negara   yang  

berwenang,  pencegahan  bukan lah  pelaksanaan  dar i / a t au  

berdasarkan  keten tuan  Ki tab  Undang- Undang  Hukum Pidana  dan  

Ki tab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  atau  pera tu ran  

perundang- undangan   la i n   yang   bers i f a t   hukum  pidana ,  

akan   te tap i  l i ngkup  pelaksanaan   ke imig ras i an  (hukum 

admin is t r a s i ) ,  seh ingga   Keputusan   Tata  Usaha  Negara  

objek  sengketa  a  quo  t i dak  te rmasuk  Keputusan  Tata  Usaha  

Negara   yang   d imaksud   Pasa l  2  huru f  d  Undang- undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,   o leh   karenanya   Pengadi l an  

Tata   Usaha   Negara   berwenang  mengadi l i  sengketa  aquo  ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  per t imbangan  hukum 

dia tas ,  ekseps i  Tergugat  angka  I  mengenai  kompetens i  

abso lu t  pengad i l an  t i dak l ah  berdasarkan  hukum  dan  oleh  

karenanya  harus  dinya takan  d i t o l a k  ;  - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Pengad i l an  akan  

mempert imbangkan  ekseps i  dar i  Terguga t  pada  angka  I I  

mengenai  gugatan  Penggugat  merupakan  gugatan  yang  t i dak  

berdasar ,  dengan per t imbangan  hukum sebaga i  ber i ku t  :  - - -

Menimbang,  bahwa di  da lam Bab I I I  Pasa l  15  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  30  Tahun  1994  Tentang  Tata  Cara  

Pencegahan  Dan  Penangka lan  (buk t i  P- 4) ,  d isebu tkan  

Keputusan  Pencegahan  dan  Penangka lan  dinya takan  berakh i r ,  

karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  hab is  masa ber lakunya  ;

Dicabut  o leh  pejaba t  yang  berwenang  menetapkan  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  2 dan Pasa l  3 ayat  (1 )  dan ayat  (2 )  

;

Dicabut  berdasarkan  putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha Negara  ;

Menimbang,  bahwa  objek  sengke ta  d i  da lam  gugatan  

Pengugat  yang  dia jukan  ke  Pengad i l an  Tata  Usaha   Negara  

Jakar ta ,  ada lah   Keputusan   Jaksa  Agung Republ i k  Indones ia  

Nomor  :  Kep- 195/D/Dsp .3 /06 /2011 ,   Tentang  

Pencegahan  Dalam  Perkara  Pidana,  tangga l  24  Jun i  2011  

(buk t i  P- 2  sama  dengan  T- 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dalam  proses  pers i dangan ,  di  da lam 

ekseps i  dan  jawabannya  Tergugat  menyatakan  bahwa Keputusan  

objek  sengketa  aquo  te l ah  d icabu t  dan  di te r b i t k an  

keputusan  yang  baru  ya i t u  “Keputusan  Jaksa  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  Kep- 201/D/Dsp .3 /06 /2011 ,  Tentang  

Pencegahan  Dalam  Perkara  Pidana,  tangga l  27  Jun i  2011  

(buk t i  T- 2)  ;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  c i r i - c i r i  yang  meleka t  pada  

perad i l an  ta ta  usaha  negara  anta ra  la i n  adalah  :  

“Pengawasan  yang  di l akukan  bers i f a t  “ exte rna l  cont ro l ” ,  

karena  merupakan  lembaga  yang  berada  di  lua r  pemer in tahan”  

( l i ha t  Paulus  Ef fend ie  Lotu lung ,  “Beberapa  Sis tem  Tentang  

Kont ro l  Segi  Hukum Terhadap  Pemer in tah ”  Bagian  Penganta r  

ha laman xv i i i ,  ed is i  ke I I ,  Tahun  1993)  ;  

Menimbang,  bahwa  dalam  keadaan  atau  ha l  te r t en tu ,  

pe jaba t  TUN mempunyai  p i l i h an  untuk  menggunakan  ins t r umen  

“kon t r o l  in t e rna l ”  ya i t u  pengenda l i an /pengawasan  yang  

di l akukan  oleh  apara t  da lam  organ isas i  i t u  send i r i  untuk  

menentukan  mengadakan  eva luas i  atas  keputusannya ,  dan  

mengambi l  t i ndakan- t i ndakan  korek t i f   b i l a  d ipe r l ukan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa   memperhat i kan  bag ian  kons ide ran  

memutuskan  dan  menetapkan  Keputusan  Jaksa  Agung  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  Kep- 201/D/Dsp .3 /06 /2011 ,  Tentang  

Pencegahan  Dalam  Perkara  Pidana,  tangga l  27  Jun i  2011  

(buk t i  T- 2) ,   yang  menyebutkan  :  

Mencabut   Keputusan  Jaksa   Agung   Republ i k   Indones ia  
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Nomor  :   Kep- 195/D/Dsp .3 /06 /2011 ,  Tentang   Pencegahan  

Dalam  Perkara  Pidana ,  tangga l  24  Jun i  2011  se jak  

tangga l   d i t e t apkan   Keputusan   Jaksa   Agung  yang  

baru  ;

Memperba ik i  dan  menerb i t kan  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  

ten tang  pencegahan  dalam perkara  pidana  ;

Pengad i l an  berpendapat ,  bahwa  Tergugat  sebaga i  Pejaba t  

yang  berwenang  te lah  menggunakan  “mekan isme  kont ro l  

in t e rna l ” ,  d imana  Tergugat  mengaku i  adanya  keke l i r u an  

dalam  mengeluarkan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  objek  

sengketa   a  quo,   kemudian   memperba ik i nya   dengan   cara  

mencabut   ob jek  sengketa  a  quo,  maka  dar i  fak ta  hukum 

te rsebu t  otomat i s  keputusan  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

dalam  perkara  in i  te lah  diba ta l kan  dan  dicabu t  o leh  

Tergugat  (pe jaba t  yang  berwenang)  i t u  send i r i ,  seh ingga  

karenanya  apa  yang  di tun tu t  o leh  Penggugat  di  da lam 

pet i t um  gugatannya  te rhadap  objek  sengketa  a  quo  te l ah  

te rpenuh i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  ura ian  per t imbangan  te rsebu t  

d ia tas ,  d ihubungkan   dengan   keten tuan   Pasa l  15   huru f  

(b )   Pera tu ran   Pemer in tah  Nomor   30  Tahun  1994  Tentang  

Tata  Cara  Pencegahan  Dan  Penangka lan  (buk t i  P- 4) ,  

Pengad i l an    berpendapat    bahwa   kepent i ngan   hukum 

Penggugat    da lam   mengajukan    gugatan   sengketa    a quo  

ke   Pengad i l an  Tata   Usaha   Negara   Jakar ta   ada lah  

te rka i t   dengan   maksud   dan   tu j uan   yang   hendak  
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dicapa i   dengan   suatu   proses ,   seh ingga   apab i l a  

pe jaba t   yang  berwenang    menar i k   kembal i   dan   mencabut  

keputusan   yang   d isengke takan  sewaktu  tengah   ber langsung  

proses  pemer iksaan ,  maka h i l ang lah   kepent i ngan   “p roses ”  

karena    apa    yang   d i t un tu t   Penggugat    te l ah  

dipenuh i   o leh   Tergugat ,  seh ingga   fungs i   Pengad i l an  

Tata   Usaha   Negara    sebaga i   “kon t r o l   eks te rna l ”  

te rhadap   permasa lahan   ob jek   sengketa  a  quo   t i dak  

dipe r l u kan   lag i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i   rangka ian  ura ian  per t imbangan  

hukum te rsebu t ,   ekseps i   Terguga t   pada    angka   I I ,  

mengenai    Gugatan   Penggugat   merupakan   gugatan   yang  

t i dak   berdasar   karena   Penggugat    sudah    t i dak  

mempunya i    kepent i ngan    hukum   da lam   suatu   sengketa  

Tata   Usaha   Negara   (ob jek   sengketa   da lam  perkara  a  

quo) ,  menuru t  pendapat   Pengad i l an   ada lah   bera lasan  

hukum   dan   harus   d inya takan  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  kese lu ruhan  per t imbangan  

hukum te rsebu t  d ia tas ,  ekseps i  dar i  Tergugat  pada  angka  I I  

mengenai  Gugatan  Penggugat   merupakan   gugatan   yang  

t i dak   berdasar ,   cukup   a lasan   hukum bag i  Pengad i l an  

untuk  mengabulkan  ekseps i  dar i  Tergugat  pada  angka  I I  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang,   bahwa   dengan   dikabu l kannya   ekseps i  

dar i  Tergugat  pada   angka   I I   mengenai   Gugatan  

Penggugat   merupakan  gugatan   yang  t i dak   berdasar ,  

karena  Penggugat  sudah  t i dak  mempunyai  kepent i ngan  hukum 

dalam  suatu  sengketa  Tata  Usaha  Negara  (ob jek  sengketa  

dalam  perkara  a  quo) ,   maka   te rhadap   pokok    perkara  

t i dak   per lu   d ipe r t imbangkan  

leb ih   lan ju t ,   dan   o leh   karenanya   gugatan   Penggugat  

harus lah   d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  ( Nie t  

Onvanke l i j k v e r k l a a r d )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   dengan   te l ah   d inya takannya  

gugatan   Penggugat  t i dak   dapat   d i t e r ima ,   maka 

berdasarkan   keten tuan  dalam  Pasa l  110  Undang- Undang  

Perad i l an   Tata   Usaha  Negara ,  te rhadap  Penggugat  d ihukum 

untuk   membayar  b iaya  perkara  yang  besarnya  sebaga imana  

te rsebu t  dalam  amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  sura t - sura t  bukt i  yang  

t i dak  d ipe r t imbangkan  secara  tegas  da lam  putusan  in i ,  

d ianggap  t i dak  ada  re levans inya  dan  harus lah  

dikesampingkan  akan  te tap i  te tap  merupakan  satu  kesatuan  

dalam  berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -
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Menginga t ,  keten tuan  dalam  Pasa l  77  dan  pasa l - pasa l  

la i n  da lam Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986,  Undang- Undang  

Nomor  9  Tahun  2004  dan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  

ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i nnya  yang  te rka i t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

M E N G A D I  L I   :
Dalam Eksepsi  :

Menolak  ekseps i  Tergugat  pada  angka  I  mengenai  

Kewenangan Abso lu t  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  ;

Mengabulkan  ekseps i  Tergugat  pada  angka  I I  mengenai  

Gugatan  Penggugat  merupakan  gugatan  yang  t i dak  

berdasar ;

Dalam Pokok Perkara  :

Menyatakan  gugutan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima   ;

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  b iaya  perkara , sebesar  

Rp.  134.000 ,00  (Sera tus  Tiga  Puluh  Empat  Ribu  Rupiah)  ;

Demik ian  dipu tuskan  da lam  rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta ,  pada  

har i   SELASA,  tangga l  16  Agustus  2011 ,  o leh  kami  H.  YODI 

MARTONO WAHYUNADI,  S.H. ,  M.H.  sebaga i  Hakim Ketua  Maje l i s ,  

bersama  TEDI  ROMYADI,  S.H.  dan  HUSBAN, S.H. ,  M.H.  masing-

masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  diucapkan  dalam 

pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  SENIN,  

tangga l  22  Agustus  2011  o leh  Maje l i s  Hakim  te rsebu t ,  

dengan  diban tu  oleh  MARIA  MAGDHALENA HUTAPEA,  S.H. ,  

sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  Penggugat  

dan Kuasa Hukum Tergugat .  
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                          HAKIM KETUA 

MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

        t . t . d

t . t . d

                                  H.YODI  MARTONO 

WAHYUNADI,  S.H. ,  M.H  

TEDI  ROMYADI,  S.H

t . t . d

HUSBAN, S.H. ,  M.H

                               PANITERA PENGGANTI,

                       t . t . d  

                               MARIA MAGDHALENA HUTAPEA,  

S.H.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :
1. Pendaf ta ran  …………………………………… Rp. 30.000 , -
2. Panggi l an  ………………...……………………. Rp. 40.000 , -
3. Matera i  Putusan  ………..…………………… Rp.   6.000 , -
4. Redaks i  Putusan  ………..…………………… Rp.   5.000 , -
5. Leges  Putusan  ………..……………………… Rp.     3.000 , -
6.   ATK …………………………..………………… Rp. 50.000 , -   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  +
Jumlah Rp.  134.000 , -

                     (Sera tus  t i ga  puluh  empat  r i bu  
rup iah )  
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